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PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  

NOMOR 16 TAHUN 2020 

TENTANG 

PEDOMAN NOMENKLATUR DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN 

PENYELAMATAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (7) huruf 

b, Pasal 37 ayat (7) huruf b dan Pasal 109 ayat (3) Peraturan 

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, 

perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang 

Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan 

Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota; 

 

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik lndonesia Nomor 5887), sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 

2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2019 

Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik 

lndonesia Nomor 6402); 

5. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik 

lndonesia Tahun 2015 Nomor 12); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN 

NOMENKLATUR DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN 

PENYELAMATAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah 

dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam 
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penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah. 

2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan dalam negeri 

3. Urusan Kebakaran adalah sub urusan pemerintahan 

wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang 

pencegahan, penanggulangan kebakaran dan 

penyelamatan. 

4. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang 

selanjutnya disebut Dinas Damkar dan Penyelamatan 

adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan 

Urusan Kebakaran. 

5. Unit Pelaksana Teknis Dinas Damkar dan Penyelamatan 

yang selanjutnya disebut UPT Dinas adalah organisasi 

yang melaksanakan kegiatan tugas teknis operasional 

dan/atau kegiatan tugas teknis penunjang tertentu pada 

Dinas Damkar dan Penyelamatan.  

6. Kegiatan Teknis Operasional adalah kegiatan untuk 

melaksanakan sebagian tugas pencegahan, pengendalian, 

pemadaman, penyelamatan, pemberdayaan masyarakat 

dalam penyelenggaraan Urusan Kebakaran. 

7. Kegiatan Teknis Penunjang Tertentu adalah kegiatan 

untuk melaksanakan sebagian tugas investigasi kejadian 

kebakaran, peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 

pemadam kebakaran dan penyelamatan, serta 

perbengkelan sarana prasarana pemadam kebakaran. 

 

Pasal 2 

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi 

pemerintah daerah untuk: 

a. mencapai pemenuhan layanan perlindungan masyarakat 

bidang pencegahan, penanggulangan kebakaran dan 

penyelamatan melalui Perangkat Daerah Dinas Damkar 

dan Penyelamatan; 

b. merumuskan kelembagaan Dinas Damkar dan 

Penyelamatan yang memiliki standardisasi nomenklatur, 
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fungsi dan struktur kelembagaan di provinsi dan 

kabupaten/kota; dan 

c. melakukan pembinaan umum, pembinaan teknis, dan 

pengawasan Dinas Damkar dan Penyelamatan. 

 

BAB II 

BENTUK, NOMENKLATUR, TIPE DAN TUGAS  

 

Pasal 3 

(1) Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/kota yang 

menyelenggarakan Urusan Kebakaran berbentuk dinas 

daerah provinsi dan kabupaten/kota.  

(2) Nomenklatur dinas daerah provinsi dan kabupaten/kota 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Dinas Damkar 

dan Penyelamatan. 

 

Pasal 4 

(1) Dinas Damkar dan Penyelamatan daerah provinsi dan 

kabupaten/kota diklasifikasikan 3 (tiga) tipe, terdiri atas: 

a. dinas tipe A untuk mewadahi pelaksanaan fungsi 

dinas dengan beban kerja yang besar; 

b. dinas tipe B untuk mewadahi pelaksanaan fungsi 

dinas dengan beban kerja yang sedang; dan 

c. dinas tipe C untuk mewadahi pelaksanaan fungsi 

dinas dengan beban kerja yang kecil. 

(2) Penentuan tipe Dinas Damkar dan Penyelamatan, dan 

beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berpedoman pada Peraturan Menteri mengenai hasil 

pemetaan urusan pemerintahan bidang ketentraman, 

ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, bidang 

administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan 

bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. 

(3) Dalam hal hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) tidak memenuhi perhitungan nilai variabel untuk 

menjadi dinas, bentuk Perangkat Daerah provinsi dan 

kabupaten/kota yang menyelenggarakan Urusan 

Kebakaran tetap dibentuk sebagai dinas tipe C.  
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Pasal 5 

(1) Dinas Damkar dan Penyelamatan daerah provinsi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bertugas 

menyelenggarakan pemetaan rawan kebakaran. 

(2) Selain menyelenggarakan pemetaan rawan kebakaran 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Damkar dan 

Penyelamatan daerah provinsi bertugas:  

a. menyediakan dan pemutakhiran informasi daerah 

rawan kebakaran dan peta rawan kebakaran; 

b. menyelenggarakan sistem informasi dan pelaporan 

kebakaran secara terintegrasi; 

c. melakukan penyajian data kebakaran yang akurat 

dan dapat dipertanggungjawabkan; 

d. menyusun rencana induk sistem proteksi 

kebakaran; 

e. meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur 

pemadam kebakaran kabupaten/kota; 

f. memfasilitasi pencapaian target standar pelayanan 

minimal bidang kebakaran di kabupaten/kota; 

g. memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana 

pemadam kebakaran kabupaten/kota;  

h. melakukan kerjasama antar daerah berbatasan, 

antar lembaga dan kemitraan dalam pencegahan 

dan penanggulangan kebakaran;  

i. menyelenggarakan jabatan fungsional pemadam 

kebakaran dan jabatan fungsional analis kebakaran;  

j. melakukan pendampingan dan penguatan kapasitas 

penyelenggaraan Urusan Kebakaran di 

kabupaten/kota; dan 

k. melakukan koordinasi pencegahan dan 

penanggulangan kebakaran antar lembaga 

pemerintah dan lembaga nonpemerintah di provinsi 

dan antarkabupaten/kota secara berkala; 

l. melakukan sosialisasi penyelenggaraan Urusan 

Kebakaran; 
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